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Meni mbang :

a.

bahwa Data Spasial sebagai data yang berkaitan dengan unsur
keruangan belum dapat di manfaatkan secara optinal ol eh
i nstansi penerintah naupun nasyar akat ;

b. bahwa Data Spasi al diperlukan ol eh instansi penerintah maupun
masyar akat unt uk meni ngkat kan kual itas penganbi |l an keput usan
dal am ber bagai aspek penbangunan nasi onal ;

C. bahwa penyel enggaraa!1 p-"rnbangunan Data Spasial yang
tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur
transparan, dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional
sangat penting dalam upaya nenberikan kenmudahan pertukaran
dan penyebarluasan Data Spasial antarinstansi penerintah
maupun antara i nstansi penerintah dengan nasyar akat ;

d. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu nenetapkan Peraturan
Presi den tentang Jaringan Data Spasi al Nasional;

Mengi ngat

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik I|ndonesia

Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menet apkan:

PERATURAN PRESI DEN TENTANG JARI NGAN DATA SPASI AL NASI ONAL.

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan:

1.

Jaringan Data Spasial Nasional yang sel anjutnya di sebut JDSN
adal ah suatu si stem penyel enggaraan pengel ol aan Data Spasi al
secara ber samg, tertib,ierukur,terintegrasi dan
ber kesi nanbungan serta ber dayaguna.

Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan
pencitraan terhadap suatu unsur Kkeruanganyang berada di
bawah, pada, atau diatas pernukaan bum dengan posi si
keber adaannya nmengacu pada si st em koor di nat nasi onal .

Si mpul Jaringan adal ah institusi yang bertanggung jawab dal am
penyel enggaraan pengunpul an, peneliharaan, penuktakhiran,
pertukaran, dan penyebarl| uasan Data Spasial tertentu.
Penghubung Si nmpul Jari ngan adal ah i nstitusi yang
nmenyel enggar akan  pengi nt egrasi an Si npul Jaringan secara
nasi onal .

Unit Kliring adalah salah satu wunit kerja pada Sinpul
Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan



penyebar| uasan Data Spasial tertentu.

6. Met adata adal ah informasi singkat atas Data Spasial yang
berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas,
di stribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.

7. Standar Nasional |ndonesia adalah standar yang ditetapkan
oleh Badan Standardi sasi Nasi onal dan berlaku secara
nasi onal .

8. Spesi fi kasi Data Spasial adal ah urai an yang berisi ketentuan

teknis dalam nencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci
sesuai dengan kekhususan Data Spasi al

Pasal 2

JDSN di sel enggarakan nelalui sarana jaringan informasi berbasis
el ekt roni k.

Pasal 3

JDSN ber fungsi sebagai :
a. sarana pertukaran Data Spasi al ; dan
b. sarana penyebar| uasan Data Spasi al .

Pasal 4
JDSN terdiri atas Sinmpul Jaringan dan Penghubung sinpul Jaringan.
Pasal 5

Si mpul Jari ngan sebagai mana di maksud dal am Pasal 4 neli puti
a. departenen, kenenterian negara, dan |enbaga penerintah non
departenmen yang nel aksanakan tugas penerintahan di bi dang
1 survei dan penetaan;
2 pert anahan;
3 peneri nt ahan dal am negeri ;
4. per hubungan;
5. komuni kasi dan informatika;
6. pekerjaan unum
7 kebudayaan dan kepari w sat aan
8 statistik;
9. energi dan sunber daya m neral;
10. kehut anan;
11. pertanian;
12. kel autan dan peri kanan;
13. neteorol ogi dan geofi sika;
14. antari ksa dan pener bangan;
b. peneri ntah provinsi;dan
C. peneri nt ah kabupat en/ kot a.

Pasal 6

Dal am penyel enggaraan JDSN, Sinmpul Jaringan bertugas:

a. mel akukan kegi at an pengunpul an, penel i har aan dan
penukt akhi ran Data Spasi al ;

b. nmel akukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di



(1)

bi dangnya;

menyedi akan Data Spasial yang dapat di akses ol eh nmasyar akat
sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

menbangun si stem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan
si stem akses JDSN

nmel akukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data
Spasi al di bidangnya dan nenyanpai kan Data Spasial nmaupun
Met adat a kepada Unit Kliringnya; dan

nmel akukan pengenbangan pedonan dan standar teknis Data
Spasi al di bi dangnya.

Pasal 7
Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk

penyel enggaraan JDSN, sinmpul Jaringan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 5 huruf i nenyi apkan Data Spasi al :

a. jaringan kontrol geodesi, geoid nasional, cakupan foto
udara, hipsografi,batimetri, garis pantai, utilitas,
penutup |ahan, sistem lahan, dan |iputan dasar |aut

(sea bed cover) serta Data Spasial lain untuk bidang
survei dan penet aan.

b. kerangka dasar kadastral dan bidang tanah, penggunaan
tanah, zona nilai tanah, zona nilai aset kawasan, dan
karakteristik tanah serta Data Spasial lain untuk
bi dang pertanahan.

C. batas wi | ayah Negara Kesatuan Republik |ndonesia, batas
wi l ayah adm nistrasi kepenerintahan, taponim serta
Data Spasial lain wuntuk bidang penerintahah dalam
negeri .

d. t ransport asi dan Data Spasi al lain untuk bidang
per hubungan.

e. wi | ayah kode pos dan Data Spasial lain untuk bidang
komuni kasi dan informati ka.

f. j ari ngan j al an, t ubuh air/ hidrol ogi, | i ngkungan
bangunan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan

| i mbah, dan rencana tata ruang, serta Data Spasial lain
unt uk bi dang pekerjaan unum

g. I i ngkungan budaya dan Data Spasial lain untuk bidang
kebudayaan dan kepari w sat aan

h. wi | ayah pengunpul an data statistik, dan hasil kegiatan
statistik serta Data Spasial lain untuk bidang
statistik.

i kuasa pertanbangan, geologi, sunber daya m neral

sei sm k ekspl orasi, gayaberat, geonagnet, | ogging sumnur
penboran dan hidrogeologi serta Data Spasial untuk
bi dang energi dan sunber daya m ner al

J . kawasan hutan dan keanekaragaman hayati serta Data
Spasi al | ain untuk bi dang kehut anan.

K. klasifikasi tanah dan Data Spasial lain untuk bidang
pertani an;

I, oseanografi dan Data Spasial |ain untuk bidang kel autan
dan peri kanan;

m i kl'im dan geofisika dan Data Spasial |ain untuk bidang
nmet eor ol ogi dan geofi si ka.



(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

n. cakupan citra satelit dan Data Spasial |ain untuk
bi dang antari ksa dan pener bangan.

Penerintah provinsi dan penerintah kabupaten/kota sebaga
Si mpul Jari ngan sebagai mana di naksud dal am Pasal 5 huruf b
dan  huruf ¢ nmenyiapkan Data Spasi al sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 8

Data Spasial sebagaimana dinmaksud dalam Pasal 7 harus
menmenuhi St andar Nasi onal | ndonesi a.

Dal am hal belum ada Standar Nasional |ndonesia digunakan
spesi fi kasi Data  Spasi al dari Si npul Jaringan yang
penber | akuannya bersifat senentara.

Ber | akunya spesifikasi Data Spasial yang bersifat senentara
sebagai mana di naksud pada ayat (2) dinformasikan nelalu
Penghubung Si nmpul Jari ngan.

penber| akuan spesifikasi Data Spasial sebagai mana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan ol eh pinpinan Sinmpul Jaringan paling
lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Penghubung Sinmpul Jaringan sebagai nana di naksud dalam Pasal 4
di | akukan ol eh Badan Ko6rdi nasi Survei dan Penetaan Nasi onal .

Pasal 10

Dal am penyel enggaraan JDSN Penghubung Si nmpul Jaringan bertugas :

enNo®

(1)

(2)

menbangun si stem akses JDSN;

menfasilitasi pertukaran Data Spasi al;
menel i hara si stem akses JDSN; dan

mel akukan penbi naan kepada Si npul Jaringan

Pasal 11

Unt uk nel aksanakan tugas Si npul Jaringan dal am hal pertukaran

dan penyebarl|luasan Data Spasial sebagai mana di naksud dal am

Pasal 6 huruf b, ditetapkan Unit Kliring ol eh masi ng- masi ng

pi npi nan Si npul Jari ngan.

Unit Kliring sebagai mana di naksud pada ayat (1) bertugas:

a. menyebar | uaskan Metadata dan Data Spasi al kepada
masyar akat ; dan

b. menyanpai kan Met adat a kepada Penghubung Si npul
Jari ngan.

Pasal 12

Bi aya pel aksanaan JDSN di bebankan kepada anggaran Sinpul Jaringan
dan Penghubung Si npul Jari ngan.

Pasal 13



Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
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